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Di bidang pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) hampir mencapai Rp 100 triliun. Pembocoran itu dilakukan melalui

menggei embungkan harga barang dan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan.
M ekanisme pengadaan barang dan jasa hampir sebagian besar dilakukan dengan cara penunjukan langsung
dan tidak terbuka kepada publik. Semua hal itu bisaterjadi karena mekanisme aturan dan sanksi hokum
terhadap penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, masih lemah. Kgjian
Indonesia Procurement Watch bersama Bank Dunia mengemukakan, kebocoran APBN dari sektor
pengadaan barang dan jasa untuk publik sebesar 30 - 50 persen. Padahal, hampir setengah biaya APBN
digunakan untuk pengadaan barang dan jasa.

Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat
sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Selain itu, banyak proyek pemerintah yang masa pakainya
hanya mencapai 30 - 40 persen dari seharusnya. Selamaini, pengadaan barang dan jasa hanya diatur melalui
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003. Di dalam Keputusan Presiden itu antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan dan pengadaan barang
dan jasa untuk publik oleh pemerintah yang nilainya di atas Rp 100 juta harus ditenderkan. Selain itu,
pengadaan barang dan jasanya harus dari Indonesia.

Dalam konteks permasaiahan ini, Komaruddin Hidayat, Ketua Umum Indonesia Procurement Watch
mengemukakan bahwa kenyataannya, hampir sebagian besar mekanisme pengadaan barang dan jasa
dilakukan dengan penunjukan langsung yang sangat berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Anggarannya
pun di mark-up dan volume barangnya sering ditambah-tambahkan. Parahnyalagi, sanks yang dijatuhkan
kepada pejabat yang melakukan penyimpangan itu hanya berupa sanksi administratif, tanpa ada sanksi
hukum pidananya. Hal ini merupakan kelemahan fundamental karena pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang menelan lebih dari 40 persen APBN setiap tahunnya hanya diatur oleh aturan setingkat K eppres.
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